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 MOTTO 
  
 ٍميكيضٍعىػب ىنًمىأ ٍفًإىف هةىضويبٍقىم هفاىًهرىف انًبتاىك اك يدًجىت ٍمىلىك ور ىفىس ىىلىع ٍميتٍن يك ٍفًإ ىك
 ٍنىمىك ىةىداىهَّشلا او يميتٍكىت ىلاىك يهَّبىر ىللها ًقَّتىيٍلىك يهىتىػناىمىأ ىنًميتٍؤا مًذَّلا ِّد ىؤيػيٍل ىػف انضٍعىػب
 هميًلىع ىفويل ىمٍعىػت اىمًب يللهاىك يهيبٍل ىػق همًثاىء يهَّنًإىف ا ىهٍميتٍكىي 
(Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 283) 
 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangka
n  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق  Ha H Ha 
ء Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ل...أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf 
dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
م...أ Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
ك...أ Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
 
 5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌنبر Rabbana 
2. ؿٌزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajulu 
2. ؿلاجلا Al-Jalālu 
 7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دحمم ام ك Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 وهل للها فإك
نيقزارلاريخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 فازيملاك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK  
 
Hilma Nortamami, NIM : 142.111.109, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI 
No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn Terhadap 
Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan ARRUM Di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru”.  
 Rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas 
hutang atau pinjaman yang diteriamanya. Rahn  menjadikan sebuah barang 
sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa 
membayar utang, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara angsuran 
dengan tambahan biaya atau ujra>h seperti biaya administrasi, biaya simpan dan 
biaya pemeliharaan  yang telah disepakati bersama.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, maksud 
dari penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian apa yang dinyatakan oleh 
responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data dalam 
penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer (secara langsung) hasil dari 
wawancara dengan para pihak yang terkait dengan sumber data sekunder (tidak 
langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru menggunakan 2 akad yaitu rahn artinya gadai digunakan  di Pegadaian 
Syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, 
dan akad ija>rah dalam menentukan biaya-biaya atas simpanan dan administrasi. 
Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman pembiayaan pada produk ARRUM sudah 
memenuhi syarat dan ketentuannya. Dan pembiayaan ARRUM BPKB di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru telah berjalan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan Fatwa DSN-MUI No.92/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn bagi 
nasabah yang mempunyai usaha.  
Kata Kunci : pembiayaan, rahn. 
ABSTRACT  
Hilma Nortamami, NIM: 142.111.109, "Review of Fatwa DSN-MUI 
No.92 / DSN-MUI / IV / 2014 About Financing With Rahn Against The 
Implementation Of Rahn Agreement On ARRUM Financing Products In Syariah 
Pawnshop New Solo Branch".  
Rahn is holding one of the clients' property as collateral for the debt or 
loan he or she receives. Rahn makes an item as a debt guarantee that can be paid if 
it can not pay the debt, and the customer will pay installments in additional cost or 
ujra such as administration fee, save fee and maintenance cost which have been 
agreed together.  
This research uses qualitative research methods field, the purpose of field 
qualitative research is what research expressed by respondents orally and real 
behavior in the field. Sources of data in this study there are two primary data 
sources (directly) the results of interviews with the parties associated with 
secondary data sources (indirect) in the form of documents-documents, books, 
notes and so forth.  
The result of this research shows that in Pawnshop Syariah Branch of Solo 
Baru using 2 akad that rahn means pawn is used in Sharia Pawnshop in giving 
loan to customer based on agreement, and contract> rahn in determining the 
expenses of deposit and administration. In the implementation of loan financing 
on ARRUM products already meet the terms and conditions. And the financing of 
ARRUM BPKB in Solo New Sharia Branch Office has been running well in 
accordance with the provisions of DSN-MUI No.92 / IV / 2014 Fatwa on 
financing with rahn for customers who have business. 
 Keywords: financing, rahn. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  
Islam merupakan agama yang sempurna dengan Al-Qur‟an sebagai 
sumber utamanya, kegiatan perekonomian dalam Islam tidak hanya sekedar 
anjuran semata namun lebih mengutamakan tuntutan kehidupan yang 
memiliki nilai ibadah.  Ajaran Islam tidak menghendaki kehidupan utamanya 
dalam kekurangan khususnya dalam aspek ekonomi karena kekayaan materi 
juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin. 
Dalam kehidupan sehari-sehari manusia tidak lepas dari kegiatan 
transaksi ekonomi, menurut M.Abdul Mannan dalam Rahmawati, harus 
diakui bahwa pada dasarnya antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi 
yang ada pada umumnya memiliki banyak persamaan, kecuali pada tuntutan 
pelaku ekonomi (yang religi) serta pilihan atau solusi alternatif penanganan 
terhadap kasus-kasus ekonomi, tentu dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung 
dalam syariat Islam. Nilai-nilai tersebut berdasarkan pada akidah dan akhlak 
Islam, serta terhindar dari nilai-nilai “maghrib” (maysi>r, gharar, haram,riba, 
dan ba>thil).1 
Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu 
dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan 
tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang 
                                                          
1
 Rahmawati, “ Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, AL-Iqtishad , Vol, 3 
No.1, 2011, hlm.27. 
lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Bentuk dari tolong-
menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai).
2
 
Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 berikut : 
 ًباىقًعٍلا يديًد ىش ىهٌللا َّفًإ ىهٌللا ٍاويقَّػتاىك ًفاىكٍديعٍلا ىك ًمٍثًلإا ىىلىع ٍاوينىكاىعىػت ىلاىك لىوٍقَّػتلاىك ِّربٍلا ىىلىع ٍاوينىكاىعىػتىك 
Artinya :“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat 
siksa-Nya.” (QS.Al-Maidah : 2). 3 
 
 Dalam istilah Arab gadai dikenal dengan Rahn dan juga dinamai al-
habsu dan al-tsubut yaitu pemahaman dan penetapan.4 Secara etimologis arti 
rahn adalah tetap dan lama. Sedangkan al-habsu brarti penahanan terhadap 
suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari 
barang tersebut. Menurut Sayid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang 
mempunyai nilai harta menurut syara‟ sebagai jaminan hutang, sehingga 
orang yang bersangkutan boleh mengambil barang atau ia bisa mengambil 
sebagian dari manfaat barang itu.
5
   
 
 
                                                          
2
 Muhammad Shalikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), 
hlm.2. 
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta : yayasan 
penyelenggaraan penterjemah Al-Quran, 1986), hlm 157. 
  
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm.105.  
 
5
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan 
Implementasi). (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.123. 
 
 Dalam QS.Al-Baqarah ayat 283  
 ِّد ىؤيػيٍل ىػف انضٍعىػب ميكيضٍعىػب ىنًمىأ ٍفًإىف هةىضويبٍقَّم  هفاىًهرىف انًبتا ىك اك يدًجىت ٍمىلىك ور ىفىس ىىلىع ٍميتن يك فًإ ىك
 يهَّللا ىك يهيبٍل ىػق همًثآ يهَّنًإىف ا ىهٍميتٍكىي نىمىك ىةىداىهَّشلا او يميتٍكىت ىلاىك  يهَّبىر ىهَّللا ًقَّتىيٍل ىك يهىتىػناىمىأ ىنًميتٍؤا مًذَّلا
 هميًلىع  ىفويل ىمٍعىػت اىمًب  
  
Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’malah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”.6 
 
Penjelasan ayat tersebut menyebutkan barang tanggungan yang 
dipegang oleh orang yang berpiutang, maka hal itulah bisa dikenal dengan 
istilah objek gadai atau jaminan.  
Gadai pada prinsipnya merupakan kegiatan utang piutang yang murni 
berfungsi sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya menunjukkan adanya 
beberapa yang dipandang mengarah kepada persoalan riba, yang dilarang 
oleh syara‟. Semua itu terjadi apabila dalam gadai ditemukan bahwa 
peminjam harus memberikan sejumlah uang tambahan atau persentase 
                                                          
6
 Al- Qur‟an Al-Karim  
  
tertentu dari pokok utang. Oleh karena itu, akad gadai dalam Islam tidak 
membolehkan memungut biaya jasa (ujrah) sebagai penerimaan dan laba.7  
Dari pengertian tersebut maka operasionalnya gadai syariah adalah 
nasabah menyerahkan barang kemudian pegadaian menyimpan dan 
merawatnya. Akibat yang timbul dari penyimpanan maka timbullah biaya 
perawatan dan biaya penyimpanan. Biaya perawatan di Pegadaian dalam 
Syariah biasa disebut dengan biaya ija>rah, biaya ini biasanya dihitung per 10 
hari.  Biaya perawatan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan oleh besarnya 
pinjaman akan tetapi sesuai dengan besarnya  nilai taksiran harga barang yang 
digadaikan. 
Penyaluran dana Pegadaian Syariah yang utama disalurkan untuk 
pembiayaan menggunakan multi akad. Multi akad adalah desain kontrak 
(akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan 
beberapa akad. Multi akad yang dimaksudkan adalah rahn  dan ija>rah.  
Pegadaian Syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh 
kebutuhan dana pembiayaan. Selain menyediakan layanan gadai (Rahn), 
Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan untuk usaha sektor UMKM 
(Usaha Mikro Kecil Menengah).
8
 Pegadaian Syariah mengeluarkan produk 
pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) untuk membantu 
                                                          
7
 Iwan Setiawan, “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Prespekti Hukum Ekonomi 
Islam”. Jurnal Al-Daulah  Hukum dan Perundangan Islam, (Bandung) Vol 6 No. 1, 2016, 
hlm.191.  
 
8
 Muftifiandi, “Peran Pembiayaan Produk ARRUM Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian 
(persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang” Jurnal I-Finance, (Palembang) Vol.1 No.1, 
2015, hlm.94. 
 
nasabah dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh pinjaman. 
Produk ARRUM ini ditujukan para usaha mikro melalui pinjaman atau 
pembiayaan bagi keperluan usaha produktif dengan sistem pengembalian 
secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil sebagai 
jaminan, yang didasarkan pada analisis kelayakan usaha dari calon penerima 
pembiayaan. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ARRUM 
adalah pembiayan disetai rahn atau sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 92 
Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-tamwi>l al-mautsu>q 
bil-rahn).9 
Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan disertai rahn 
adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang harus berupa harta yang 
berharga baik bergerak maupun tidak bergerak, utang tidak boleh bertambah 
karena perpanjangan waktu pembayaran,dan pada prinsipnya dalam akad 
amanah tidak boleh adanya barang jaminan, namun agar pemegang 
amanah/barang tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah 
boleh meminta jaminan apabila ra>hin tidak dapat melunasi utangnya atau 
menyelesaikan kewajibannya, setelah diperingatkan maka murtahin boleh 
menjual paksa barang jaminan tersebut.
10
 
Peneliti memilih Kantor Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru sebagai 
objek penelitian karena Pegadaian tersebut memberikan kemudahan bagi 
                                                          
9
 Habib Wakidatur Ihtiar, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-
MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang disertai Rahn.”  Jurnal AN-NISBAH, (Tulungagung) 
Vol. 03, No. 01, 2016, hlm.3. 
  
10
 Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan disertai Rahn.   
 
masyarakat untuk melakukan transaksi gadai, karena prosesnya yang cepat, 
dan mudah lokasinya yang strategis terlebih tidak hanya melakukan kegiatan 
gadai (rahn) semata, tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan.11  
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru baru memiliki beberapa produk 
yang ditawarkan salah satunya Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) BPKB. 
Dengan adanya produk ARRUM BPKB tersebut masyarakat dimudahkan 
khususnya yang memiliki usaha untuk mendapatkan dana pembiayaan tidak 
serta merta menitipkan kendaraan bermotor atau mobil yang dititipkan di 
Pegadaian, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan 
jaminan berbeda dengan produk seperti gadai syariah,emas dan lainnya yang 
menggunakan barang riil sebagai jaminan pembiayaan atau pinjaman utang 
seperti barang perhiasan emas, kendaraan bermotor, barang elektronik dan 
lainnya.
12
 Peneliti memilih produk ARRUM BPKB karena dalam produk 
tersebut Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan yang disertai dengan 
rahn (gadai), bagi nasabah yang mempunyai usaha, akan tetapi barang seperti 
mobil atau motor tetap berada di pihak nasabah dan hanya BPKB yang 
dijadikan barang jaminan, karena banyak dari nasabah juga masih perlu 
menggunakan mobil atau motornya untuk dijadikan kendaraan dalam 
berdagang atau kepentingan lainnya. Dengan kemudahan yang diberikan, 
                                                          
11
 Supriyati, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 7 
Maret 2018, jam 10.00-11.00 WIB. 
 
12
 Brosur Produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah. 
 
menjadikan masyarakat tertarik untuk mengajukan pembiayaan pada 
ARRUM BPKB .
13
 
Adapun persyaratan untuk melakukan pembiayaan ARRUM BPKB 
adalah memiliki usaha yang minimal harus satu tahun, fotocopy KTP dan 
Kartu Keluarga, menyerahkan dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB) serta menyerahkan surat izin usaha, kemudian pihak pegadaian 
melakukan survey usaha dan kendaraan. Jika memenuhi syarat maka 
pencairan dapat dilakukan selambat-lambatnya tiga hari sejak pengajuan 
pembiayaan. Jangka waktu angsuran dapat dilakukan dalam waktu 12 bulan, 
18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan apabila melewati batas waktu yang telah 
disepakati pihak ra>hin tidak juga membayar angsuran padahal sudah diberi 
waktu somasi barang tersebut berhak di eksekusi oleh pemberi pinjaman 
murtahin.14  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud  
untuk melakukan penelitian dengan judul  TINJAUAN FATWA DSN-MUI 
NO.92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN DISERTAI 
RAHN  TERHADAP PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PRODUK 
ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul penelitian yang saya ambil, maka terdapat beberapa 
rumusan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu : 
                                                          
13
 Ibid.,   
 
14
 Ibid.,  
1. Bagaimana pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan ARRUM di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru? 
2. Bagaimana pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan ARRUM di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru ditinjau dari Fatwa DSN-MUI 
NO.92/IV/2014 Tentang Pembiayaan disertai Rahn? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan akad rahn pada produk 
pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan 
ARRUM di Pegadaian Cabang Solo Baru di tinjau dari Fatwa DSN-MUI 
NO.92/IV/2014 Tentang Pembiayaan disertai Rahn. 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat toritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya mengenai sistem pelaksanaan akad rahn dalam 
produk pembiayaan ARRUM  di Pengadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
2. Manfaat Praktis 
a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 
peneliti, khususnya mengenai pelaksanaan akad rahn dalam produk 
pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.  
b. Bahan untuk informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi 
mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta. 
E. Kerangka Teori 
Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
resebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
15
 
Unsur-unsur pembiayaan 
a) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa 
pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang atau jasa. 
b) Kesepakatan, didalam pembiayaan juga mengandung unsur 
kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima, 
kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian masing-
masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. 
c) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka 
waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian 
pembiayaan yang telah disepakati. 
d) Resiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 
suatu tidak tertagihnya atau kredit macet. 
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 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam  Perbankan Syariah“. Jurnal Penelitian. Vol 
09 No. 01, 2015, hlm.186. 
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan dan ditahan 
adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa 
sederhananya dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan atas 
hutang. Jadi pada dasarnya gadai atau rahn adalah transaksi utang piutang 
yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang 
(debitur) kepada orang yang memberi utang (kreditur) sebagai jaminan 
utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, 
kreditur bisa menjual harta bergerak yang dijadikan agunan itu dan hasil 
penjualanya untuk membayar utang tersebut.
16
  
Pegadaian Syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau 
lebih dan atau kata dari sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu 
pihak (Ra>hin) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan 
membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan, sedangkan 
murta>hin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai 
taksir. 
17
 
Akad rahn, apabila marhu>n dapat dimanfaatkan murtahin, seperti 
sebuah ruko yang digadaikan dapat disewakan atau buat tempat usaha 
murtahin yang hasilnya nanti dapat dibagihasilkan dengan yang punya barang 
                                                          
16
 Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (RAHN)”.  Jurnal 
AN-NISBAH. Vol 01 No 01,2014, hlm 167. 
 
17
 Riska Emiliani, Mekanisme Produk Pembiayaan ARRUM Emas Pada PT. Pegadaian 
Syariah UPS Simpang Mesra ..., hlm.02.  
 
jaminan itu. Demikian juga dengan marhu>n lainya seperti mobil, rumah dan 
sebagainya, yang tentu saja diperhitungkan juga risiko yang mungkin akan 
ditanggung.
18
 
Rukun- rukun dan  rahn : 
1. Ar-Rāhin (orang yang menggadaikan) 
2. Al-Murtahin (orang yang menerima gadai) 
3. Al-Marhūn (barang yang digadaikan) 
4. Al-Marhūn bih (utang) yaitu pembiayaan 
5. Sighat (ijab-qabul) yaitu akad kontrak yang dilakukan nasabah dengan 
pihak lembaga yang menerima gadai. 
Syarat-syarat rahn : 
a. Baligh dan berakal sehat artinya kedua belah pihak adalah orang-orang 
yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual-beli. Sehingga 
tidak sah akad gadai atau rahn jika dilakukan oleh orang gila atau anak 
kecil. 
b. Barang yang digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau 
dikuasai oleh penerima gadai, bukan barang yang masih berada dalam 
penguasaan orang lain. 
c. Marhu>n atau barang jaminan harus yang mempunya nilai komoditas. 
d. Hutang atau marhu>n bih merupakan hak ang wajib dikembalikan kepada 
orang yang berpiutang ; hutang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan 
jelas dan tertentu. 
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 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011),hlm.111.  
Pelaksanaan Akad Rahn ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Nasabah (ra>hin) mendatangi murtahin (kantor pegadaian) untuk meminta 
fasilitas pembiayaan dengan membawa marhūn yang akan diserahkan 
kepada murtahin. 
2) Murtahin melakukan pemerikssaan termasuk menaksir harga marhu>n 
yang akan diberikan oleh nasabah (ra>hin) sebagai jaminan utangnya. 
3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin akan memberikan 
sejumlah marhūn bih (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (ra>hin) 
dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai 
jaminan). 
4) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada 
saat melunasi marhūn bih (pinjaman), maka nasabah (ra>hin) akan 
memberikan sejumlah ongkos kepada murtahin. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang 
pembiayaan disertai rahn (at-tamwi>l al-mautsu>q bi al-rahn) dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1) Ra>hin dan Murtahin. 
Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan 
orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai 
dengan ketentuan syari‟ah Islam yaitu berakal dan baligh.19 
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 Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan disertai Rahn.   
2) Sighat 
Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu 
waktu di masa mendatang. 
3) Marhūn bih (hutang) 
Menyangkut adanya hutang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang, 
utang harus bersifat lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali steelah 
dibayar atau dibebaskan.  
4) Marhūn (barang jaminan) 
Barang jaminan yang harus berupa harta berharga baik benda bergerak 
maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan. Dalam hal 
barang jaminan marhūn merupakan musya’ (barang kepemilikan bersama), 
maka yang digadaikan harus seuai dengan pori kepemilikannya. 
5) Pendapatan Murtahin. 
Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka 
pendapatan/penghasilan murtahin (Sya>rik/ Sha>hibul Mal) hanya berasal 
dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan Pemegang Amanah (Sya>rik - 
Pengelola/ Mud}harib). 
6) Penyelesaian akad Rahn   
Akad rahn berkahir apabila Ra>hin melunasi hutangnya atau menyelesaikan 
kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhūn bih kepada ra>hin. 
Apabila terjadi kemacetan atau tidak melunasi hutangnya maka murtahin 
wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.  
 
 F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan 
pelaksanaan akad pembiayaan rahn sudah pernah dilakukan, diantaranya akan 
di paparkan seperti di bawah ini yaitu : 
Pertama, yaitu jurnal dari Muftifiandi dengan judul “Peran 
Pembiayaan Produk ARRUM Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) 
Cabang Syariah Simpang Patal Palembang” Artikel jurnal tersebut lebih 
memfokuskan kepada peran pembiayaan produk ARRUM terhadap rahn 
untuk UMKM di pegadaian syariah tersebut kemudian kelayakan peran 
pembiayaan tersebut di pegadaian syariah.
20
Berbeda dengan penelitian yang 
akan di teliti oleh peneliti yang menganalisis pelaksanaan akad rahn dan 
produk pembiayaan ARRUM.  
Kedua, yaitu jurnal dari Galis Kurnia Afdhila “Analisis Penerapan 
Prinsip Syariah pada Produk Rahn (Gadai Syariah) (Studi di Pegadaian 
Syariah Landungsari, Malang). Dalam jurnal tersebut penulis lebih 
menekankan mekanisme penerapan prinsip syariah pada produk rahn antara 
realita dan idealisme ditinjau menurut Al-Qur‟an dan Hadits dan Fatwa DSN 
MUI dan teori-teori.
21
Sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti 
membahas produk pembiayaan ARRUM ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI. 
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 Muftifiandi, Peran Pembiayaan Produk ARRUM bagi UMKM..., hlm.1. 
 
21
 Galis Kurnia Afdhila“Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Rahn (Gadai 
Syariah)), Studi Kasus di Pegadaian Syariah  Landungsari Malang”, Jurnal Ilmiah Mahaiswa FEB 
Univeritas Brawijaya, (Malang) Vol.2 No.2 2009, hlm.1. 
Ketiga, yaitu skripsi dari Riska Emiliani “Mekanisme Produk 
Pembiayaan AR-RUM Emas Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang 
Mesra”. Dalam skripsi ini penulis tersebut lebih membahas ke mekanisme 
pembiayaan produk ARRUM Emas untuk pengembangan usaha mikro dan 
menengah pada PT. Pegadaian Syariah terebut. 
22
Berbeda dari yang akan 
diteliti peneliti yaitu lebih fokus ke pembiayaan ARRUM BPKB.  
Keempat, yaitu skripsi Siti Sholehah “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Gadai Di Perum Pegadaian Cabang 
Sukoharjo” . Dalam penelitian tersebut memfokuskan terhadap mekanisme 
pelaksanaan rahn pada produk gadai syariah secara umum seperti rukun dan 
syarat-syarat di Pegadaian Syariah tersebut. Kemudian tinjauan hukum Islam 
terhadap mekanisme pelaksanaanya sudah sesuai dengan ketentuan agama 
dan nilai-nilai syara‟.23Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan 
dibahas adalah masalah pelaksanaan akad rahn ditinjau menggunakan Fatwa 
DSN-MUI.  
Kelima, yaitu skripsi Wahdah Lia Lisara “Pengaruh Modal dan 
Pembiayaan ARRUM Terhadap Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru”. Dalam penelitian tersebut penulis membahas 
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 Riska Emiliani, “Mekanisme Produk Pembiayaan ARRUM Emas Pada PT. Pegadaian 
Syariah UPS Simpang Mesra”Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm.1. 
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 Siti Sholehah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Gadai Di 
Perum Pegadaian Cabang Sukoharjo”Skripsi, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Surakarta 2009, hlm.1. 
 
tentang problema modal pengusaha UMKM dalam mengembangkan 
usahanya, kemudian dampak baik tidaknya produk ARRUM bagi pengaruh 
modal bagi nasabahnya. 
24
 Berbeda dengan yang akan diteliti peneliti yang 
membahas tentang pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan ARRUM 
BPKB untuk UMKM ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. 
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan jenis 
penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian apa yang dinyatakan oleh 
responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan.
25
 Yang diteliti dan 
dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut 
mengenai manusia atau sejarah kehidupan dan lain-lain, serta  untuk 
mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan Pegadaian 
Syariah kepada nasabah. 
2. Lokasi penelitian  
Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian yang dilakukan 
oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru  beralamat di Jl. Tanjung Anom No.19B Kwarasan 
Grogol Sukoharjo 57552. 
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Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru”, Skripsi, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta 2017, hlm.1. 
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 Nurul Hidayati, Metode Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif, (UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta Press Cet. Ket-1,2006), hlm.39.  
 
 3. Sumber Data  
a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langung oleh peneliti 
dari sumbernya. 
26
Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya 
perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang 
akan dijadikan objek penelitian. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. Data primer penelitian ini juga didapat dari hasil 
wawancara. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 
peneliti dari subjek penelitianya, yang berwujud data dokumentasi 
atau data laporan yang telah tersedia. 
27
Data yang mencakup buku-
buku, hasil penelitian dan seterusnya atau data yang mendukung 
pembahasan, yaitu data-data yang digunakan untuk melengkapi data 
pokok perolehan dari Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, yang 
berisi mengenai sejarah dan perkembangan Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru,  jenis-jenis produk yang ditawarkan, visi-misi perusahaan, 
struktur organisasi, pelaksanaan rahn dan produk pembiayan ARRUM  
di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011),hlm.91.  
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 Ibid., hlm.91. 
 
 4. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
secara langsung kepada responden oleh peneliti atau pewawancara dan 
jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 
perekam.
28
 Dalam wawancara ini penulis mengajukan pertanyaan 
secara langsung kepada pimpinan, karyawan dan nasabah Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru  untuk menjawab masalah yang telah 
dibuat. 
b. Wawancara terstruktur adalah pengumpulan data yang digunakan oleh 
peneliti atau pengumpul data yang telah mengetahui pasti tentang 
informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu pengumpul data dalam 
melakukan wawancara dengan menyiapkan instrumen penelitian 
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 
telah disiapkan. 
29
 Dengan wawancara terstruktur ini responden diberi 
pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.  
c. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati 
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 Lexy J. Moelong,  Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm.186. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2014), hlm.138. 
 
oleh peneliti.
30
 Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui 
pengamatan peneliti dan peneliti terlibat langsung melakukan 
pembiayaan di Pegadaian Syariah.  
d. Dokumen merupakan catatan atau peristiwa yang telah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk (brosur, fatwa DSN-MUI, buku-buku fiqh 
muamalah). Teknik dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data 
yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.
31
  
H. Sistematika Penulisan 
Merujuk pada semua tulian dan metode yang digunakan serta dalam 
rangka memudahkan tugas akhir , maka pembahasan di bagi menjadi 5 (lima) 
bab yang disusun sebagai berikut : 
BAB I Berupa Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II Landasan Teori yang membahas mengenai akad pembiayaan, 
rahn,dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn. dan Fatwa DSN-MUI, 
No.92/IV/2014 Tentang pembiayaan disertai Rahn atau (al-tamwi>l al-
mautsu>q bil-rahn).  
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 Lexy J. Moelong. Metodologi Penelitian Kualitatif ..., hlm.157.  
BAB III Gambaran Umum Objek penelitian,  Bab ini menjelaskan 
tentang gambaran umum Pegadaian Syariah seperti sejarah berdirinya, tujuan, 
dan visi-misi, struktur organisasi, tugas serta wewenang dan produk-produk, 
sistem pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan ARRUM dan 
pelaksanaan akad rahn di pegadaian syariah Cabang Solo Baru ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO 92/IV/2014. 
BAB IV Analisis pelaksanaan akad rahn pada produk pembiayaan 
ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru ditinjau Fatwa DSN-MUI 
NO 92/IV/2014. 
BAB V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini merupakan kesimpulan 
terhadap semua pokok pembahasan dan sekaligus jawaban dari permasalahan 
yang dikaji dan saran yang ditunjukan untuk penelitian selanjutnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
 PEMBIAYAAN, RAHN  DAN FATWA DSN-MUI NO.92/DSN-
MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN DISERTAI RAHN. 
 
A. PEMBIAYAAN  
1. Pengertian pembiayaan  
Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil. 
32
 
Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung 
investasi atau melancarkan usaha yang telah direncanakan, baik dilakukan 
sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 
33
 
Pembiayaan menurut syariat Islam dikelompokkan dalam dua jenis 
transaksi. Yaitu transaksi pengalihan piutang (hawalah) dan gadai (rahn). 
Kedua transaksi ini yaitu jual beli dan bagi hasil berhubungan erat dengan 
barang/objek yang diperjualbelikan atau proyek yang keuntunganya 
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 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam  Perbankan Syariah“. Jurnal Penelitian. Vol 
09 No. 01, 2015,hlm. 186. 
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 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah Edisi Revisi, (Yogyakarta : UPP AMP 
YKPN,2005),hlm.304.  
dibagihasilkan. Pada pembiayaan, tidak ada barang maupun proyek yang 
ditransaksikan, tetapi murni pinjam meminjam uang. Sekalipun dalam 
gadai ada barang yang barang tersebut hanya merupakan jaminan bagi si 
pemberi pembiayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang 
muncul akibat dari transaksi pembiayaan adalah utang/piutang uang dan 
sama sekali tidak berkaitan dengan barang yang dijaminkan. 
34
 
2. Unsur-unsur pembiayaan 
Unsur-unsur pembiayaan terdiri dari 
35
 :  
a) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa 
pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang atau jasa. 
b) Kesepakatan, didalam pembiayaan juga mengandung unsur 
kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima, 
kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian masing-
masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. 
c) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka 
waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian 
pembiayaan yang telah disepakati. 
d) Resiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 
suatu tidak tertagihnya atau kredit macet. 
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(Jakarta : Djambatan, 2003), hlm.73. 
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 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011),hlm.107.   
e) Balas jasa, sebagai balas jasa atas penitipan barang untuk memperoleh 
pembiayaan, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai 
dengan akad yang telah disepakati.  
3. Jenis dan Fungsi pembiayaan  
Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai 
segi, diantaranya : 
a. Jenis Pembiayaan dari Segi Kegunaan  
1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya 
digunakan untuk perluasan usaha atau membangun 
proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi. 
2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya 
digunakan untuk keperluan meningkatkan produki dalam 
operasionalnya.
36
 
b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan 
1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-
barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi 
keputusan dalam konsumsi. 
2) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima 
pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa 
pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
37
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 Muftifiandi, Peran Pembiayaan Produk ARRUM ...,hlm. 98. 
 
37
 Ibid.,   
c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu  
1) Pembiayaan Jangka Pendek yaitu bentuk pembiayaan yang 
jangka waktunya maksimum 1 tahun. 
2) Pembiayaan Jangka Waktu Menengah yaitu bentuk pembiayaan 
yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau maksimal 3 tahun. 
3) Pembiayaan Jangka Panjang yaitu pembiayaan yang jangka 
waktunya lebih dari 3 tahun. 
d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan 
1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 
dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang 
berwujud ataupun tidak berwujud atau jaminan orang. 
2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 
tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini 
diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta 
loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.
38
 
Kemudian juga ada beberapa fungsi pembiayaan, 
diantaranya ialah 
39
: 
a. Meningkatkan daya guna uang; 
b. Meningkatkan peredaran uang ; 
c. Stabilitas ekonomi; 
d. Peningkatan pendapatan nasional.40 
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4. Prinsip-prinsip Analisis Pembiayaan  
Penerapan prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, 
yaitu : 
a. Character, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 
b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 
mengembalikan pinjaman yang diambil. 
c. Colateral, yaitu jaminan yang dimiliki diberikan peminjam kepada 
Lembaga Keuangan. 
d. Condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.  
Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengana 1C, yaitu 
Constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu 
proses usaha.
41
 
5. Analisis Kelayakan Pembiayaan  
Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana pembiayaan, 
Pegadaian Syariah perlu memerhatikan beberapa hal mengenai analisis 
kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: 
a) Pendekatan jaminan, artinya pihak Pegadaian dalam memberikan 
pembiayaan selalu selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas 
jaminan yang dimiliki oleh nasabah. 
b) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya Pegadaian menganalisis 
kemampuan nasabah dalam pelunasan pinjaman yang telah diambil. 
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 Muhammad, Manajemen Bank Syariah.., hlm.305.  
c) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya Pegadaian memerhatikan 
kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah.
42
 
6. Akad Pembiayaan  
Akad pembiayaan di Pegadaian Syariah memiliki 2 (dua) jenis 
akad transaksi, diantaranya yaitu : 
a. Akad Rahn  
Akad Rahn adalah awal mulai berlakunya proses penahanan barang 
milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang telah di terima oleh 
nasabah. 
b. Akad ija>rah 
Akad ija>rah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa 
disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ija>rah ini 
merupakan pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-
menyewa barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek 
sewa yang di manfaatkan oleh nasabah.  
B. RAHN 
1. Pengertian Rahn  
Rahn menurut bahasa Perjanjian dalam Islam disebut rahn berarti 
al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan pemahaman. Ada pula yang 
menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.43 Seperti dikatakan 
ni‟matun rhibah, artinya “ karunia yang tetap dan lestari”,  
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  Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers 2014), hal.105. 
Sebagaimana firman Allah : 
 هةىن ي ًهىر  ٍتىب ىس ىك ا ىم ًب وس ٍفىػن ُّل يك 
“Tiap-tiap pribadi terikat/tertahan (ra>hinah) atas apa yang telah di 
perbuat”. (QS.Al-Mudatsir (74):38). 44 
 
Kata rahi>nah dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian 
kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu 
berada tetap di tempatnya.  
Rahn menurut terminologi atau istilah syara‟ yaitu akad yang 
objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh 
bayaran dengan sempurna darinya.  
Rahn adalah menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang 
yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini 
berarti bahwa rahn sama artinya dengan borg, yakni sesuatu yang 
digadaikan oleh  yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila 
pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. 
45
 
Adapun pedoman penaksiran Marhūn yang dibagi menjadi 2 
kategori, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak : 
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(I) Barang bergerak  
a. Murtahin/ petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah 
berlaku (standar harga yang berlaku); 
b. Murtahin  melihat harga pasar setempat dari barang. Harga 
pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan 
dengan perkembangan harga yang terjadi; 
c. Murtahin melakukan pengujian kualitas Marhūn; 
d. Murtahin menentukan nilai taksir.  
(II) Barang Tak Bergerak  
a. Murtahin/ petugas penaksir dapat meminta sertifikat tanah atau 
surat-surat berharga untuk mengetahui gambaran umum Marhūn. 
b. Murtahin dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi 
Marhūn. 
c. Murtahin dapat melakukan pengujian kualitas Marhūn. 
d. Murtahin dapat menentukan nilai taksir.46 
2. Landasan Hukum Rahn 
a.  Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 283 : 
 م ًذَّلا ِّد ىؤيػيٍل ىػف انضٍعىػب ميكيضٍعىػب ىنًمىأ ٍفًإىف هةىضويبٍقَّم هفاىًهرىف انًبتا ىك اك يدًجىت ٍمىلىك ور ىفىس ىىلىع ٍميتن يك فًإ ىك
 اىمًب يهَّللا ىك يهيبٍل ىػق همًثآ يهَّنًإىف ا ىهٍميتٍكىي نىمىك ىةىداىهَّشلا او يميتٍكىت ىلاىك يهَّبىر ىهَّللا ًقَّتىيٍل ىك يهىتىػناىمىأ ىنًميتٍؤا
 هميًلىع  ىفويل ىمٍعىػت  
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Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’malah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis,maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persakssia. 
Dan barang siapa yang menyembunyikkannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.47 
 
Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan 
jual beli/ muamalah tidak secara tunai, dan dia sedang dalam keadaan 
diperjalan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya, 
hendaklah barang tanggungan (borg) dijadikan sebagai agunan atau 
jaminan. 
 
b. Hadis Nabi s.a.w 
Terdapat hadits yang dikemukakan oleh Abu Hurairah r.a bahwa 
sabda Rasulullah SAW:  
 
 ،اننٍو يهٍرىم ىفاىك اىذًإ ًهًت ىقىفىػنًب يبىرٍشيي ِّرَّدلا ينىبىلىك ،اننٍو يهٍرىم ىفاىك اىذًإ ًهًت ىقىفىػًنب يبىٍكريػي يرٍهَّظلا
 يةىقىفَّػنلا يبىرٍشىيىك يبىٍكرىػي ٍمًذَّلا ىىلىعىك 
 
Artinya :Apabila ada ternak yang digadaikan, maka punggungnya 
boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah 
mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu 
digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum 
(oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan 
biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, 
maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatanya). 
48
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 c. Ijma‟ Ulama   
Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu 
boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya 
demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa 
gadai disyari‟atkan pada waktu berpergian maupun waktu tidak 
berpergian. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang 
lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan 
hukumnya.
49
 
3. Rukun dan Syarat  Rahn 
Menurut jumhur ulama, rukun jaminan adalah : 
a) Sighat (ijab dan qabul) 
b) Ar-Rāhin dan Al-Murtahin (orang yang berakad) 
c) Marhūn (barang yang dijadikan jaminan) 
d) Marhūn bih (hutang).50 
Syarat jaminan menurut ulama fiqh adalah sesuai dengan rukun 
jaminan itu sendiri. Artinya syarat terkandung di dalam rukunnya. 
Syarat jaminan meliputi : 
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a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakal, yaitu cakap hukum; 
kecakapan ini menurut jumhur ulama adalah orang yang berakal 
dan telah dewasa. 
b) Sighat (ijab dan qabul) dalam bentuk lisan maupun tulisan, asalkan 
saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai 
diantara pihak. 
c) Marhu>n atau barang jaminan harus berupa barang yang dapat 
dimanfaatkan atau yang mempunyai nilai komoditi. 
d) Syarat Marhūn bih (hutang) merupakan hak yang wajib 
dikembalikan kepada orang yang berpiutang; hutang itu boleh 
dilunasi dengan barang jaminan jelas dan tertentu. 
Rukun dan syarat sahnya jaminan ini dirumuskan sebagai 
berikut : 
1) Yang menjamin disyaratkan ahli dalam mengendalikan 
hartanya (berakal dan baligh). 
2) Orang yang dijamin terlepas dari utang yang mau dibayar. 
3) Penerimaan jaminan disyaratkan dikenal betul-betul oleh yang 
menjamin.
51
 
4. Hak dan kewajiban para pihak Gadai Syariah 
a. Hak dan kewajiban Penerima Gadai 52 
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1) Penerima gadai berhak menjual barang apabila Ra>hin tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan 
harta benda dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya 
dikembalikan kepada Ra>hin. 
2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga barang, harta benda. 
3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai 
berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi 
gadai. 
Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban 
yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut : 
a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya 
harta benda gadai bila hal itu disebabkan kelalaiannya. 
b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya. 
c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi 
gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
53
 
b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 
1) Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda 
yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya. 
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2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau 
hilangnya harta benda, bila hal itu disebabkan kelalaian penerima 
gadai. 
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda 
sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul 
kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu : 
a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk 
biaya-biaya yang ditentukan. 
b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 
gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
pemberi gadai tidak dapat melunasi.
54
 
5. Operasional Pegadaian Syariah  
Pegadaian Syariah dalam menjalanakan operasionalnya berprinsip 
Syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis Syariah memiliki 
karakteristik seperti : tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk 
karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai 
komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk 
memperoleh imbalan/jasa dan bagi hasil. 
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Dalam operasional Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan 
antara nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Secara teknis akad gadai di 
Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut : 
Gambar 2.1 
Skema Operasional Pegadaian Syariah 
(4)  
(3) 
 
 
 (2)  
 
 
(1) 
(5)  
Keterangan : 
(1) Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk 
mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian Syariah menaksir 
barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan 
pembiayaan. 
(2) Pegadaian Syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini 
meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpan dan biaya 
administrasi. 
Pembiayaan 
(Marhu>n bih) 
Nasabah 
(Ra>hin) 
Pegadaian 
(Murtahin) 
 
Jaminan 
(Marhu>n) 
(3) Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang 
dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan. 
(4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. 
(5) Pegadaian Syariah mengembalikan barang yang digadaikan kepada 
pemiliknya. 
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6. Implementasi Rahn di Pegadaian Syariah 
Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam (1997) berpendapat 
bahwa rahn yang dikemukakan oleh ulama fikih klasik tersebut hanya 
bersifat pribadi. Artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang 
pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, 
di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, 
rahn tidak hanya berlaku pribadi melainkan juga antara pribadi dan 
lembaga keuangan.
56
  
Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan seperti bank, 
pihak bank juga menuntut pihak agunan yang dipegang sebagai jaminan 
atas kredit tersebut. Barang agunan ini demikian lebih lanjut 
dikemukakan oleh Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam (1997) 
dalam istilah bank disebut colleteral. Colleteral ini sejalan dengan 
marhu>n yang berlaku di akad rahn. 
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Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran hutang yang 
ditentukan oleh bank. Kredit bank biasanya harus dibayar sekaligus 
dengan bunga uang yang ditentukan oleh pihak bank. Oleh sebab itu 
jumlah uang yang dibayar debitur akan lebih besar yang dipinjam dari 
bank.  
Dalam mekanisme perjanjian gadai Syariah, akad perjanjian dapat 
dilakukan antara lain :
57
 
1) Akad al-qardh al-hasan 
Akad ini diterapkan untuk nasabah yang menginginkan penggadaian 
barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah 
akan memberikan upah kepada Pegadaian yang telah menjaga atau 
merawat barang gadaian. 
Skema akad al-qardh al-hasan sebagai berikut : 
Gambar 2.2 
Skema al-qardh al-hasan 
4. upah  
  3. pencairan  
 
1. akad rahn 
 
2. hutang & jasa 
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Marhūn bih 
 
Ra>hin Murtahin 
Marhūn 
keterangan skema 
58
: 
a. Ra>hin mendatangi Murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan 
dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada Murtahin. 
b. Murtahin melakukan pemeriksaan juga menaksir harga barang 
jaminan yang diberikan oleh Ra>hin sebagai jaminan utang. 
c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan Ra>hin akan 
melakukan akad. 
d. Setelah akad dilakukan maka murtahin akan memberikan sejumlah 
pinjaman uang yang jumlahnya di bawah nilai jaminan tersebut 
kepada Ra>hin. 
e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka 
pada saat melunasi utang, Ra>hin akan memberikan sejumlah upah 
kepada Murtahin 
2) Akad Al-Mud}a>rabah  
Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminanya 
untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal 
kerja). Dengan demikian, Ra>hin akan memberikan bagi hasil 
(berdasarkan keuntungan) kepada Murtahin sesuai dengan 
kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi. 
Skemanya seperti ilustrasi di bawah ini :
59
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Gambar 3.3 
Skema Al-Mud}a>rabah 
 
  modal 
 
 
 
 skill 
 
 
 
keterangan skema : 
a. Ra>hin mendatangi Murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan 
dengan membawa Marhūn (barang jaminan yang dapat 
dimanfaatkan/dikelola ataupun tidak dapat dimanfaatkan/dikelola) 
yang akan diserahkan kepada Murtahin. 
b. Murtahin, melakukan pemeriksaan termasuk juga menaksir harga 
barang jaminan yang diberikan oleh Ra>hin sebagai jaminan 
utangnya. 
c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka Murtahin dan Ra>hin 
akan melakukan akad. 
d. Selanjutnya, setelah akad akad dilakukan, maka Murtahin akan 
memberikan sejumlah pinjaman uang yang diinginkan Ra>hin dan 
Murtahin 
Marhūn 
Ra>hin 
Akad lain  
Marhūn bih usaha 
Hasil 
usaha 
jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai 
jaminan). 
e. Setelah Ra>hin menerima uang pinjaman, maka selanjutnya akan 
melakukan negoisasi (kesepakatan) kembali mengenai barang yang 
digadaikan tersebut, yaitu apakah barang tersebut akan 
dikelola/dimanfaatkan atau tidak. Jika barang gadaian tersebut 
disepakati untuk dikelola, maka selanjutnya akan ditentukan 
mengenai siapa yang mengelola (sesuai kesepakatan), dan 
selanjutnya baru dilakukan akad pemanfaatan barang gadaian 
tersebut (akad sesuai dengan jenis barangnya), dan hasilnya akan di 
bagi bersama. 
3) Akad Al-Ba’i Muqayyadah  
Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya 
untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. 
Dengan demikian Murtahin akan membelikan barang yang dimaksud 
oleh Ra>hin.60 
Skemanya seperti ilustrasi dibawah ini : 
Gambar 3.4 
Skema Ba’I Al-Muqayyadah  
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 5.mark up  
3. pencairan barang  
 
1. akad 
 
2. utang &jasa 
 
4.pemanfaatan marhun 
 
 
 
Keterangan gambar  
 : Berhubungan  
 : Saling Berhubungan  
Keterangan skema : 
a. Ra>hin mendatangi Murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan 
dengan membawa Marhūn yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya 
barang tersebut diserahkan kepada Murtahin sebagai jaminan utang. 
b. Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk juga menaksir harga 
barang jaminan yang diberikan oleh Ra>hin sebagai jaminan 
utangnya. 
Marhūn bih  
Murtahin 
Ditributor 
Marhūn 
Akad lain 
Ra>hin 
c. Setelah semua pemeriksaan terpenuhi, maka Murtahin dan Ra>hin 
akan melakukan akad dan menentukan mark up yang akan 
diberikan kepada Murtahin (mark up dibayarkan saat jatuh tempo) 
d. Selanjutnya, setelah akad dilakukan maka Murtahin akan 
membelikan barang sesuai permintaan Ra>hin yang harganya 
dibawah nilai jaminan yang diserahkan oleh Ra>hin. 
e. Setelah Ra>hin  menerima barang yang diinginkanya dari Murtahin, 
maka selanjutnya akan melakukan kesepakatan kembali mengenai 
barang yang digadaikan tersebut, yaitu apakah barang tersebut akan 
dimanfaatkan atau tidak. Jika barang itu telah diepakati maka 
selanjutnya, akan ditentukan mengani iapa yang mengelola an 
selanjutnya baru dilakukan akad pemanfaatan barang gadaian 
tersebut dan hasilnya dibagi bersama. 
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7. Berakhirnya akad Rahn  
Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia 
dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan terjadinya 
kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau perjanjian yang 
bersangkutan sebelum masa berlakunya habis. 
Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah 
diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang 
berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang 
tidak punya kemauan dan atau kemampuan mengembalikan pinjaman 
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hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang 
yang ia jadikan sebagai jaminan tersebut. Dengan demikian, berakhirnya 
akad rahn apabila terjadi hal-hal berikut : 
a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya 
b. Ra>hin membayar hutangnya 
c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah Ra>hin. 
d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada 
persetujuan dari pihak lain.
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C. Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Rahn 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 
April 2014 Tentang pembiayaan disertai rahn (at-tamwi>l al-mautsu>q bi al-
rahn). 63 Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Ketentuan Umum   
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : 
a) Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn ; fatwa DSN-MUI Nomor: 
26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI 
Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasji>ly. 64 
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b) Akad jual beli (al-ba’i) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-
MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IIV/2000 tentang Jual Beli Salam dan 
fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Isthisna>; 
c) Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 
19/DSN-MUI/IIV/2001 tentang al-Qardh; 
d) Akad Ija>rah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 
09/DN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ija>rah; 
e) Akad Musya>rakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI 
Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musya>rakah; 
f) Akad Mud}a>rabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI 
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mud}a>rabah 
(Qira>dh); 
g) Tawi>dh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 
43/DSN-MUI/IV/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’wi >dh); 
h) Akad Amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan 
kewajiban untuk : bertanggung jawab terhadap harta pihak lain 
ketika harta tersebut rusak, hilang atau berkurang (kualitas dan 
kuantitasnya). 
2) Ketentuan Hukum :  
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai dengan 
ketentuan fatwa ini.
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3) Ketentuan terkait Barang jaminan  
a) Barang jaminan (marhu>n) harus berupa harta (ma>l) berharga baik 
benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat 
diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek 
syariah atau surat berharga syariah lainnya; 
b)  Dalam hal barang jaminan (marhu>n) merupakan musya' (bagian 
dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka 
musya’ yang digadaikan harus sesuai dengan porsi 
kepemilikannya; 
c) Barang jaminan (marhu>n) boleh diasuransikan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan. 
4) Ketentuan terkait Utang (marhu>n bih/ da’in) 
a) Utang boleh dalam bentuk uang danlatau barang 
b) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus 
kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 
111DSN-MUIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c) 
c) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan atau kualitasnya serta 
jangka waktunya 
d) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu 
pernbayaran; 
e) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal 
diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh: 
1. mengenakan tawi>dh dan ta'zir dalam hal ra>hin melanggar 
perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya; 
2. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu 
pembayaran utang diperpanjang. 
5) Ketentuan terkait Akad  
a) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang piutang 
(al-dai’n) antara lain timbul karena akad qardh, jual beli (al-bai') 
yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ija>rah) yang 
pembayaran ujrahnya tidak tunai; 
b) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya 
barang jaminan (marhu>n); namun agar pemegang amanah tidak 
melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga 
Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhu>n) dari 
pemegang amanah (Al-Ami>n, antara lain : Sya>rik; mud}arib, dan 
musta’jir). 
c) Barang jaminan (marhu>n) dalam akad amanah hanya dapat 
dieksekusi apabila pemegang amanah tal-Amin, antara lain Sya>rik, 
mud}harib dan musta 'jir) melakukan perbuatan moral hazard, 
yaitu: 
1. Ta'addi (Ifra>th), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/ 
tidak   semestinya dilakukan; 
2. Taqshir (tafri>th), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/ 
tidak semestinya dilakukan; 
3.  Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan 
(yang tidak bertentangan dengan Syariah) yang disepakati 
pihak-pihak yang berakad;
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6) ketentuan terkait Pendapatan Murtahin 
1. Dalam hal rahn (da’in/marhu>n bih) terjadi karena akad jual-beli 
(al-bai') yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan 
Murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli; 
2. Dalam hal rahn (dain/marhu>n bih) terjadi karena akad sewa 
menyewa (ija>rah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka 
pendapatan Murtahin hanya berasal dari ujrah; 
3. Dalam hal rahn (dain/marhu>n bih) terjadi karena peminjaman 
uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal 
dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhu>n yang 
besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah 
4. Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka 
pendapatanlpenghasilan Murtahin (Sya>rik/ Sha>h}ibul Ma>l) 
hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh 
Pemegan Amanah (Syar>ik- Pengelola/ Mud}arib); 
7) Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn 
1. Akad Rahn berakhir apabila ra>hin melunasi utangnya atau 
menyelesaikan kewajibannya dan marhu>n mengembalikan 
marhu>n kepada murtahin.  
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2. Dalam hal Ra>hin tidak melunasi utangnya atau tidak 
menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, 
maka Murtahin wajib mengingatkanlmemberitahukan tentang 
kewajibannya; 
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan 
memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, 
Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut: 
a. Menjual paksa barang jaminan (marhu>n) sebagaimana 
diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn ;atau 
b. Meminta ra>hin agar menyerahkan marhu>n untuk melunasi 
utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana 
penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar 
yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara 
harga (saman) jual marhu>n dengan utang/Da’in atau modal 
(ra’sul ma>l),  berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga 
angka 5).
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8) Kedelapan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
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dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa berdasarkan 
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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BAB III 
  GAMBARAN UMUM   
PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU  
 
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah  
1. Sejarah Pegadaian Syariah 
Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat 
dan adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai Syariah, 
Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis Pegadaian 
Konvensional selama bertahun-tahun lamanya, berinisiatif mengadakan 
kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam 
mengusahakan praktik gadai Syariah sebagai disversifikasi usaha gadai 
yang sudah dilakukannya, maka pada bulan Mei tahun 2002 telah ditanda 
tangani sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai 
Syariah, dan BMI sebagai penyandang dana. 
69
 
Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan usahanya 
mencoba untuk membuat produk gadai Syariah, namun karena tidak 
mempunyai sumber daya manusia dan peralatan yang cukup memadai, 
kemudian Bank Muamalat Indonesia mengajak Perum pegadaian untuk 
bekerja sama mendirikan Pegadaian Syariah. Tawaran tersebut 
mendapatkan tanggapan yang positif dari Perum Pegadaian yang juga 
sedang mempelajari pembentukan Pegadaian Syariah. 
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Perum Pegadaian adalah salah satu lembaga Pemerintah yang 
bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas 
dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.
70
  
Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi 
tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa 
PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk 
mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 
yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai 
sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasional Pegadaian 
pra-fatwa MUI pada tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank, telah 
sesuai dengan konsep Syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa 
terdapa t beberapa aspek yang menipis anggapan itu. 
71
 
Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama 
Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada Januari 
2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, 
Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula empat Cabang 
Kantor Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Konsep 
operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, 
yaitu : azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan 
nilai-nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan di kantor-
kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah 
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(ULGS) sebagai satu Unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain 
Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan Unit binis mandiri yang secara 
struktural terpiah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.
72
  
Seiring dikeluarkan fatwa DSN-MUI tentang haramnya riba maka 
Perum Pegadaian meresponnya dengan mendirikan Unit Layanan Gadai 
Syariah (ULPGS) sebagai diversifikasi produk gadai. Hal ini, bukan 
semata-mata respon terhadap fatwa DSN-MUI, melainkan dalam rangka 
membentengi Pegadaian sendiri terhadap persaingan dari Perbankan 
Syariah. Perbankan Syariah pun telah gencar meluncurkan produk serupa 
berkat pertolongan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan Syariah, yang isinya menyatakan Perbankan Syariah boleh 
memberikan syariah boleh mendirikan usaha Rahn (gadai).  
2. Pegadaian Syariah Cabang Solo mulai Baru beroperasi pada tahun 2004, 
yang berlokasi di Jl. Tanjung Anom No. 19B Kwarasan Grogol Sukoharjo, 
Telp (0271) 665280 dan websitenya www.pegadaian.co.id. Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru memiliki beberapa unit Pegadaian Syariah, 
diantaranya Unit Pasar Kliwon, Unit UNS, Unit Jongke, Unit Kerten, dan 
Unit Ngabean. Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung 
program pemerintah dibidang ekonomi serta untuk lebih mengembangkan 
usaha Syariah. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru 
Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah 
pusat, cabang maupun unit mempunyai visi dan misi yang sama yaitu 
sebagai berikut 
73
: 
a. Visi  Pegadaian  
“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 
menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.74 
b. Misi Pegadaian 
1) Memberikan pembiayaan cepat, termudah, dan aman selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah 
kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang  
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian 
Syariah dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan 
tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 
3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 
mayarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha 
lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 
75
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c. Tujuan Pegadaian Syariah 
1)  Untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-
menolong.
76
 
2) Membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan 
syarat yang mudah. 
3) Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimiliki, 
pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai 
barangnya. 
4) Menyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan 
barangnya. 
4. Budaya Perusahaan  
Budaya Perusahaan PT Pegadaian (Persero) yang harus di taati, 
dipatuhi, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian Syariah yaitu 
INTAN, yang merupakan singkatan dari : 
1. Inovatif, yaitu berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai 
nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan. 
2. Nilai Moral Tinggi, yaitu memahami dan mematuhi ajaran agama 
masing-masing serta etika perusahaan. 
3. Terampil, yaitu mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta 
selalu belajar dengan penuh tanggung jawab. 
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4. Adil Layanan, yaitu memberikan layanan yang dapat memuaskan 
orang lain, fokus pada privacy, kenyamanan, dan kecepatan. 
5. Nuansa Citra, yaitu senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta 
reputasi.
77
 
Selain dari budaya perusahaan, ada Sepuluh Perilaku Utama Insan 
di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru sebagai berikut
78
 : 
a. Berinisiatif, Kreatif, Produktif, dan Adaptif 
b. Berorientasi pada solusi bisnis 
c. Taat beribadah 
d. Jujur dan Berpikir Positif 
e. Kompeten di bidang tugasnya  
f. Selalu mengembangkan diri 
g. Peka dan Cepat Tanggap 
h. Empatik, Santun, dan Ramah 
i. Bangga sebagai Insan Pegadaian 
j. Bertanggung Jawab Atas Aset dan Reputasi Perusahaan.79 
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5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah  
Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru sebagai 
berikut
80
 : 
Bagan struktur Organisasi Pegadaian Syariah 
Gambar 3.1 
 
 
 
 
Berikut adalah susunan Personalia Pegadaian Syariah Kantor Cabang Solo 
Baru : 
a) Pimpinan Cabang  : Supriyati 
b) Kasir  : Ika Puspita Ningrum  
c) Pengelola Agunan : Danang 
d) Penaksir  : Noorfi 
Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian dari 
struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru adalah sebagai 
berikut
81
 :  
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Pimpinan Cabang Pegadaian 
Solo Baru  
Kasir Penaksir Pengelola Agunan  
1) Pimpinan Cabang  
a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor Cabang Pegadaian 
Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. 
b. Mempertanggung jawabkan hasil kerja.  
c. Mengontrol cara kerja karyawan. 
d. Menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan 
pada penerapan prinsip-prinsip Syariah. 
e. Pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah 
ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan 
dalam hubungan dengan pihak lain.
82
 
2) Kasir 
a. Kasir adalah orang yang bertugas melakukan penerimaan, 
penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional 
Kantor Cabang Pegadaian. 
3) Pengelola Agunan 
a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpan 
marhu>n agar barang jaminannya dalam keadaan baik dan aman. 
b. Melakukan catatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua marhu>n 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
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c. Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis mikro, bisnis emas 
dan jasa lainnya. 
d. Melakukan perhitungan seluruh  marhu>n secara terprogram sehingga 
keakuratan saldo buku gudang sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan.  
83
 
4) Penaksir  
Penaksir adalah orang yang menaksir barang jaminan untuk 
menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang 
wajar serta citra yang baik bagi perusahaan. 
84
 
Tugas-tugas penaksir: 
a. Memberikan pelayanan kepada ra>hin dengan mudah, cepat dan aman. 
b. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
c. Memberikan perhitungan kepada pemimpin cabang penggunaan 
pinajaman gadai oleh ra>hin. 
d. Menetapkan biaya administrasi dan jasa sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
B. Produk- produk Pegadaian Syariah   
1. Produk Pembiayaan  
a) Pembiayaan Rahn (Jasa gadai berprinsip Syariah) 
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Pembiayaan rahn merupakan produk gadai yang dengan 
pelayananannya aman,mudah, cepat dalam waktu 15 menit cair dan 
dapat dipercaya, dimana nasabah akan dibebani biaya administrasi dan 
biaya ija>rah atau ujroh untuk sewa menyewa simpan dan atas 
pemeliharaan barang jaminan (marhu>n). Barang jaminan dapat berupa 
barang-barang elektronik, perhiasan emas, berlian, dan kendaraan 
bermotor.
85
 
b) AMANAH (Mura>bahah Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 
Yaitu pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan 
bermotor bagi karyawan dan kepada para pegawai negeri sipil (PNS).  
Skema pemberian pembiayaan ini diberikan bagi masyarakat yang 
mempunyai penghasilan tetap dalam jangka waktu 12, 24, dan 36 
bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran. 
c) ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) 
Yaitu skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha 
mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan secara angsuran, 
menggunakan jaminan BPKB mobil/motor atau Emas. 
2. Emas  
a) MULIA  
Yaitu layanan penjualan logam mulia, penjualan emas batangan 
kepada nasabah secara tunai maupun angsuran dengan proses yang 
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cepat serta aman. Logam mulia juga termasuk alternatif untuk 
investasi yang dapat mewujudkan kebutuhan untuk jangka panjang.
86
 
b) Tabungan Emas  
Tabungan Emas adalah layanan pembelian emas dan penjualan 
emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau bagi 
masyarakat 
3. Produk Jasa 
a) Kucica (Pengiriman Uang) 
Yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam atau 
luar negeri dengan biaya kompetitif . Kucica merupakan solusi 
terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun 
secara instan, cepat dan aman.  
b) Multi Pembayaran Online  
Yaitu layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti 
Listrik, Telepon, PDAM, dan lain sebagainya secara online di outlet di 
Pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat 
yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus 
memiliki rekening di bank.
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c) Jasa Taksiran  
Yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui 
kualitas perhiasan emas, perak dan berlian, baik untuk keperluan 
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investasi ataupun keperluan bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan 
masyarakat dapat mengetahui tentang kualitas barang yang 
dimilikinya. 
d) Jasa Titipan 
Jasa titipan merupakan cara pemecahan masalah yang paling 
tepat bagi masyarakat yang menghendaki keamanan yang baik atas 
barang berharga miliknya. Barang-barang yang dapat dititipkan di 
Pegadaian adalah perhiasan emas, berlian, surat-surat berharga, sepeda 
motor dan sebagainya dengan biaya yang terjangkau. 
4. Keunggulan yang ditawarkan produk pembiayaan ARRUM BPKB pada 
Pegadaian Syariah di Cabang Solo Baru 
Pengadaian Syariah memiliki beberapa keunggulan untuk produk 
pembiayaan ARRUM BPKB, diantaranya adalah sebagai berikut
88
 : 
a) Proses cepat, mudah, aman. 
b) Biaya tidak memberatkan. 
c) Jaminan keamanan atas barang. 
d) transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai 
fatwa DSN-MUI. 
e) Persyaratan yang sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah 
lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 
f) Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang di 
gadaikan berupa motor, cukup di gadaikan BPKB-nya. Sehingga 
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motor masih dapat dipakai oleh ra>hin dan dapat menghasilkan 
keuntungan. 
g) Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan 
pinjaman uang sangat mudah dan cepat. 
h) Pegadaian memberikan tarif (ujroh) menarik dan kompetitif. 
i) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 
36 bulan.
89
 
C. Pelaksanaan Produk pembiayaan ARRUM BPKB Di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru 
1. Produk Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru  
Ar-Rahn Usaha Mikro Menengah (ARRUM) merupakan suatu 
produk yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru kepada 
nasabah berupa pembiayaan Syariah dengan menggabungkan 2 akad 
yaitu rahn  dan ija>rah untuk pengembangan usaha mikro dan 
menengah dengan jaminan BPKB. Pembiayaan diberikan dalam 
jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman yang 
dilakukan secara angsuran, skim pinjaman diberikan kepada 
individual pengusaha mikro. 
90
 produk ARRUM hanya dapat 
digunakan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan 
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usaha dan penambahan modal, selain itu tidak dapat dimanfaatkan 
untuk hal seperti : biaya hidup, keperluan konsumsi maupun biaya 
pendidikan. 
Pemberian pembiayaan ARRUM ini dilakukan oleh Pegadaian 
Syariah dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang 
dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan dilakukan 
guna meminimalisir resiko pembiayaan kepada masyarakat nantinya. 
Bagi nasabah yang menggunakan produk ARRUM BPKB akad yang 
dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru terhadap 
nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif Ija>rah atas dasar 
kesepakatan yang dibuat bersama Murtahin (Pegadaian Syariah) atas 
jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah di perjanjikan. 
Pegadaian Syariah juga perlu menilai tentang kelayakan nasabah 
dalam pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB ini.
91
 
Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan ARRUM di 
Pegadaian Syariah dilihat setelah nasabah memenuhi persyaratan, 
jika nasabah tersebut memenuhi persyaratan maka nasabah tersebut 
layak untuk diberikan pembiayaan dan pihak Pegadaian meninjau 
terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau 
pembiayaan ARRUM BPKB.
92
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Jangka waktu angsuran yang dapat dilakukan dalam kurun 
waktu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Jumlah minimal 
pembiayaan yang diberikan pihak Pegadaian yaitu Rp. 3.000.000,- 
dan makismal pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,-.  
2. Prosedur pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru.
93
 
a) Nasabah mendatangi kantor layanan Pegadaian Syariah dengan 
membawa persyaratan : 
1) Nasabah menyerahkan fotokopi KTP. 
2) Copy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah. 
3) Menyerahkan copy BPKB dan STNK. 
4) Rekening listrik, air, telpon, tabungan (3 tahun terakhir). 
5) Surat keterangan usaha dari kelurahan. 
6) Foto kendaraan dan tempat usaha. 
7) Membawa barang jaminan (marhu>n). 
8) Menandatangani SBR (surat bukti rahn) 
b) Calon nasabah adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil 
yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang 
kendaraan bermotor/ mobil sebagai objek jaminan pinjaman. 
c) Calon nasabah harus mempunyai identitas yang jelas, yaitu 
merupakan WNI asli yang dibuktikan dengan copy KTP.  
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d) Calon nasabah harus mempunyai tempat tinggal yang masih 
dalam jangkauan pelayanan cabang yang menyelenggarakan 
pembiayaan ARRUM, yaitu jaraknya kurang lebih 15 KM dari 
kantor Pegadaian Syariah. Apabila ditemukan perbedaan alamat 
tempat tinggal maka calon ra>hin harus menyerahkan surat 
keterangan domisili setempat. 
e) Nasabah menyetujui besaran pinjaman (marhu>n bih) dengan 
menandatangi surat bukti rahn (SBR). Nasabah yang boleh 
meminjam dana dari pegadaian harus memiliki usaha minimal 1 
tahun, dan dinyatakan telah lolos uji kelayakan usahanya.
94
 
3. Prosedur persetujuan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB.  
Pemberian pembiayaan ARRUM dikhususkan kepada UMKM 
dengan menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah untuk 
penambahan modal kerja dengan menyerahkan jaminan berupa surat 
berharga berupa BPKB motor/mobil dengan sesuai peraturan yang 
berlaku di Pegadaian Syariah. Proses memperoleh pembiayaan 
ARRUM :
95
 
a) Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan mengisi formulir 
surat pembiayaan ARRUM 
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b) Melampirkan dokumen usaha, agunan serta dokumen 
pendukung lainnya yang terkait. 
c) Petugas dari pihak Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-
dokumen ynag dilamprikan. 
d) Petugas Pegadaian melakukan survey analisa kelayaka usaha 
serta menaksir agunan. 
e) Penandatanganan akad pembiayaan . 
f) Pencairan pembiayaan. 
 Adapun ketentuan-ketentuan Pegadaian Syariah dalam 
pemberian Pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut : 
1) Jenis barang yang dijadikan agunan, yaitu objek jaminan 
pembiayaan ARRUM yang merupakan jaminan tambahan dari 
perjanjian pokok berupa akad pembiayaan antara pimpinan 
cabang Pegadaian Syariah dengan nasabah, namun ada pula 
syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti kendaraan bermotor 
tersebut milik sendiri dengan dibuktikan nama yang tertera di 
BPKB dan STNK sama dengan yang di KTP.
96
 
2) Biaya- biaya  
1) Biaya administrasi 
Untuk setiap transaksi pencairan pembiayaan maka, 
nasabah dikenakan biaya administrasi, dalam proses 
penyaluran pembiayaan ARRUM, biaya administrasi 
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merupakan beban nasabah dan dipotong langsung dari nilai 
pembiayaan yang diperoleh ra>hin.  
Besarnya jumlah administrasi yang dibebankan 
berdasarkan dari jaminan yang digunakan, pembiayaan 
ARRUM yang menggunakan kendaraan dengan syarat 
BPKB.
97
Biaya yang dikenakan jika sepeda motor sebesar 
Rp.70.000,-, dan mobil sebesar Rp.200.000,-.  
2) Tarif jasa simpanan (Ija>rah)  
Jasa simpan atau tarif Ija>rah ditetapkan di awal, ra>hin 
dikenakan tarif Ija>rah untuk selama jangka waktu pembiayaan, 
Ija>rah yang dikenakan setiap bulan bersamaan dengan 
pembayaran perbulan. Tarif jasa simpanan sebesar Rp. 700 per  
hari masa penyimpanan. 
Apabila ra>hin terlambat dalam pembayaran angsuran dari 
waktu yang telah ditetapkan, maka ra>hin tersebut dikenakan 
dengan (Ta’wi>dh). Besarnya Ta’wi>dh tersebut setara dengan 
2% (dari jumlah angsuran bulanannya) untuk setiap jumlah 
hari keterlambatan selama 10 hari. 
Bagi nasabah yang menggunakan produk ARRUM BPKB 
akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif 
ija>rah atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara ra>hin 
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dengan murtahin (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman 
dengan kondisi yang telah diperjanjikan. 
98
  
Dari penjelasan di atas bahwa pelaksanaan dalam pengajuan 
pembiayaan produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru harus memenuhi syarat dan ketentuan.
99
 Awal Pengajuan 
pembiayaan produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah nasabah 
mengajukan permintaan pembiayaan ARRUM dan menjelaskan 
tujuan meminta pembiayaan kepada pegawai Pegadaian di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru setelah itu salah seorang  
pegawai menjelaskan persyaratan-persyaratan yang sudah 
dijabarkan di atas,  untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, setelah calon nasabah 
menyetujui persyaratan yang diberikan termasuk usaha yang 
dimiliki minimal 1 tahun beserta menyerahkan barang yang 
dijadikan jaminan, kemudian pegawai memproses pengajuan 
pembiayaan ini, apabila dalam pengajuan dipenuhinya persyaratan 
untuk mendapatkan pembiayaan selanjutnya akan dilakukan 
survey.
100
 Kemudian pihak Pegadaian melakukan analisa 
permohonan, dan melakukan peninjauan/survey dahulu mengenai : 
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 1) Modal usaha/pekerjaan  
 Maksudnya, calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan di 
Pegadaian Syariah pada produk ARRUM BPKB disurvey, apakah 
usaha tersebut layak untuk di berikan pembiayaan serta dilihat apakah 
calon nasabah mampu mengembalikan biaya pinjaman yang dilakukan 
secara angsuran.
101
 
2) Jaminan BPKB 
Salah seorang pegawai Pegadaian akan mensurvey barang 
jaminan yang telah dijaminkan oleh calon nasabah apakah BPKB 
tersebut mempunyai nilai harga jual, dan secara fisik mempunyai 
bentuk yang masih baik dan layak pakai, serta barang jaminan tersebut 
jelas milik nasabah kemudian mempunyai bukti  kepemilikan BPKB 
dan nomor mesin serta nomor rangka harus lengkap dan jelas.
102
 
3) Kesepakatan  pembayaran angsuran 
Setelah dilakukan analisa pensurveyan, dan disetujui atas 
permohonan pembiayaan serta persyaratan-persyaratan telah terpenuhi 
maka dari tim mikro menyatakan layak untuk di biayai, pihak 
Pegadaian  akan memberikan kesepakatan dalam bentuk akad secara 
lisan maupun tertulis kemudian pihak Pegadaian akan menjelaskan 
mengenai pembayaran angsuran setiap bulannya, akan tetapi pihak 
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 Brosur Produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah. 
  
Pegadaian akan memberikan pilihan skim pembayaran kepada 
nasabah untuk jangka waktu yang diambil 12 bulan, 24 bulan, dan 
atau 36 bulan.
103
 Sedangkan secara tertulis dalam akad pembiayaan 
ARRUM yang ditanda tangani oleh pihak Pegadaian Syariah dan 
nasabah. Setelah selesai penandatangan akad nasabah memperoleh 
pinjaman atau pencairan sesuai nilai pinjaman yang diserahkan 
terlebih dahulu, terdapat potongan-potongan seperti biaya 
administrasi, biaya simpan pinjam/ ija>rah. 
Berikut rukun dan syarat rahn yang harus di penuhi oleh masing-
masing pihak dalam melakukan transaksi gadai Syariah yaitu : 
a) Orang yang berakad (ra>hin dan murta>hin) di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru mempunyai syarat dalam melakukan dan 
memberikan pembiayaan yaitu ra>hin dan murtahin haruslah sama-
sama cakap dalam melakukan perbuatan hukum, baligh/dewasa, 
bisa dipercaya dan tidak dalam keadaan terpaksa, sedangkan 
murta>hin juga harus dapat dipercaya dalam memberikan modal 
kepada ra>hin/nasabah.104 
b) Obyek akad, yaitu marhu>n atau barang jaminan harus berupa 
harta yang berharga baik bergerak maupun tidak bergerak, yang 
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boleh diperjual belikan, barang harus bisa dimanfaatkan secara 
Syariah, tidak berupa barang yang diharamkan. 
c) Sighat atau kesepakatan antara pihak ra>hin dan murtahin 
mengenai perjanjian yang akan dilakukan antara pihak keduanya 
baik lisan maupun tertulis.
105
 
Berikut ini beberapa nasabah yang telah diwawancarai oleh 
penulis, yang telah mengajukan pembiayaan ARRUM di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru : 
a. Nasabah atas nama Bapak Agus yang menjalankan usaha sebagai 
penjual mie ayam, dengan memberikan jaminan berupa BPKB 
sepeda motor yang sudah di setujui persyaratannya dan mengambil 
jangka waktu pembayaran selama 24 bulan jaminan BPKB sepeda 
motor tersebut ditaksir sebesar Rp.8.000.000,-.
106
 
Berikut uraian pembayaran pinjaman agsuran serta tarif ija>rah yang 
harus dibayar pak Agus setiap bulannya :  
1) Nominal maksimal pinjaman  
 
Nilai taksiran pinjaman Rp.8.000.000,- 
= 70% x Rp.8.000.000,- 
= Rp.5.600.000,- 
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70% x Nilai Taksiran  
2)  Pokok angsuran  
 
 
 
= Rp.5.600.000 / 24 bulan  
= Rp.233.333,- 
3) Perhitungan ujroh atau biaya sewa 
 
 
= Rp.8.000.00,- x Rp.700 x 24 bulan  
 Rp.100.000 
= Rp.1.344.000,- pertahun 
= Rp.56.000,- perbulan.
107
  
4) Total angsuran perbulan  
 
 
 
= Rp.233.333 + Rp.56.000 
= Rp. 289.333,-. 
5)  Biaya Administrasi  
Motor = Rp.70.000,- 
Jadi angsuran yang harus di bayar pak Agus setiap bulannya 
sebesar Rp.289.333 dan dibulatkan menjadi Rp.290.000,-. Dan 
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Total pinjaman/ jangka waktu 
Tarif ijarah =  
𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛
𝑅𝑝.100.000
 x Rp.700x jangka waktu  
Pokok angsuran + Ujroh  
di potong biaya adminitrasi yang dibayarkan di awal sebesar 
Rp.70.000,-.
108
 
b. Nasabah atas nama Bapak yasin yang menjalankan usaha sebagai 
pengusaha pembuatan tahu, dengan memberikan jaminan berupa 
BPKB mobil yang telah disetujui persyaratannya dan mengambil 
jangka waktu pembayaran selama 36 bulan jaminan BPKB mobil 
tersebut ditaksir sebesar Rp.80.000.000,-.
109
 
1) Nominal maksimal pinjaman  
 
 
 
Nilai taksiran pinjaman Rp.80.000.000,- 
= 70% x Rp.80.000.000,- 
= Rp.56.000.000,- 
2)  Pokok angsuran  
 
 
 
= Rp.56.000.000 / 36 bulan  
= Rp.1.555.555,- 
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 Yasin, Nasabah Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, 
Wawancara Pribadi, 9 April 2018, jam 10.00-11.00 WIB. 
70% x Nilai Taksiran  
Total pinjaman/ jangka waktu 
3) Perhitungan ujroh atau biaya sewa 
 
 
 
= Rp.80.000.00,- x Rp.700 x 36 bulan  
     Rp.100.000 
= Rp20.160.000,- pertahun 
= Rp.560.000,- perbulan.  
4) Total angsuran perbulan  
 
 
= Rp.1.555.555,- + Rp.560.000 
= Rp. 2.115.555,-. 
5) Biaya administrasi  
Mobil = Rp.200.000,- 
Jadi angsuran yang harus di bayar pak yasin setiap bulannya 
sebesar Rp.2.115.555,- dan dibulatkan menjadi Rp 2.116.000,-. Di 
tambah biaya adminitrasi yang dibayarkan di awal sebesar 
Rp.200.000,-.
110
 
Untuk pelunasan pembiayaan dapat dilakukan melalui 
pembayaran angsuran setiap tanggal jatuh tempo ataupun dengan 
pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo. Pembayaran yang 
melampaui batas akan dikenakan biaya ta’widh yang telah 
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Tarif ijarah =  
𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛
𝑅𝑝.100.000
 x Rp.700 x jangka waktu  
Pokok angsuran + Ujroh  
ditentukan jumlahnya pada saat pembuatan akad. Ta’widh 
dibayarkan kepada murta>hin bersamaan pembayaran angsuran 
sebagai ganti rugi keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman 
pembiayaan ARRUM BPKB. Dalam Pelaksanaan akad pembiayaan 
ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dibuat dalam 
bentuk perjanjian yang semua isi perjanjian termuat dalam akad 
pembiayaan ARRUM itu sendiri.
111
 Pihak Pegadaian Syariah 
membuat akad perjanjian pembayaran angsuran yang harus 
diperhatikan sehingga apabila terjadi cidera janji dalam 
melaksanakan pembayaran sampai jatuh tempo dan melanggar 
kewajiban-kewajiban lainnya, maka murtahin dapat menahan barang 
jaminan dan pihak nasabah atau ra>hin harus menyerahkannya.  
Apabila dalam perjanjian akad pembiayaan ARRUM nasabah 
melalaikan kewajibannya, maka murtahin akan menjual marhu>n 
sesuai dengan cara yang dianggap baik oleh Pegadaian Syariah, dan 
jika terdapat sisa dari hasil penjualan marhu>n maka akan 
dikembalikan kepada ra>hin sesuai hak atas kepemilikan barang. 
Dengan produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru dapat membantu para pengusaha mikro kecil 
untuk memperoleh tambahan modal usaha dengan proses yang 
mudah dan tidak menunggu lama, dengan menggunakan jaminan 
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BPKB motor atau mobil bisa dimanfaatkan untuk usaha atau lainnya, 
sehingga dapat meningkatkan usaha kecil yang ada di sekitar 
lingkungan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.
112
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BAB IV 
TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG 
PEMBIAYAAN DISERTAI RAHN  TERHADAP PELAKSANAAN AKAD 
RAHN PADA PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM DI PEGADAIAN 
SYARIAH CABANG SOLO BARU 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan 
disertai rahn Al-Tamwil Al-Mautsu>q bi Al-Rahn  pada produk ARRUM BPKB 
di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dengan ketentuan berikut : 
1. Adanya orang yang bertransaksi Ra>hin (nasabah) dan Murtahin (pihak 
Pegadaian Syariah) 
Syarat orang yang melakukan akad dalam transaksi gadai yaitu pihak 
nasabah sebagai ra>hin dengan pihak Pegadaian Syariah sebagai murtahin 
yang melakukan transaksi dalam pembiayaan ARRUM, dengan syarat harus 
orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, berakal sehat, 
baligh/dewasa dan atas keinginan sendiri secara bebas.
113
 
Dalam fatwa DSN-MUI terkait orang yang bertraksaksi dalam akad 
rahn diperbolehkan hanya atas utang-piutang  yang antara lain timbul karena 
akad qardh, jual-beli (al-ba’i) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa 
(ijara>h) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, kemudian di dalam akad 
amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhu>n).114 Namun agar 
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pemegang amanah  atau nasabah tidak melakukan penyimpangan perilaku 
maka, Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhu>n) 
dari nasabah , barang jaminan pun di dalam akad hanya dapat di eksekusi 
apabila pemegang amanah atau nasabah melakukan perbuatan moral hazard, 
yaitu ta’addi (ifra>th) atau melakukan sesuatu yang tidak boleh/ tidak 
semestinya dilakukan,  taqshi>r (tafrith) atau melakukan sesuatu yang boleh/ 
semetinya dilakukan; atau mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar 
ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan Syariah) yang 
disepakati pihak-pihak berakad. 
115
 
 Hal ini di dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Cabang Solo baru 
sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, di mana ra>hin adalah nasabah 
pembiayaan dan murtahin pihak Pegadaian Syariah yang mana masing-
masing dalam melakukan perjanjian haruslah cakap melakukan perbuatan 
hukum, artinya nasabah mampu mempertanggungjawabkan akibat daripada 
hukumnya, kemudian harus cakap hukum, di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru mempunyai batas usia seseorang mengajukan pembiayaan yaitu 
diatas 17 tahun dan telah menikah, kemudian berakal sehat tidak gila dan 
bertindak kemauan sendiri tidak terpaksa, dalam hal ini dilihat dari tujuan 
nasabah melakukan pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru untuk keperluan modal usahanya sendiri, dalam arti nasabah 
mengajukan pembiayaan ARRUM  bertujuan untuk mengembangkan dan 
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memajukan usahanya. Di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru juga 
meminta barang jaminan berupa BPKB motor atau mobil apabila nasabah 
ingin melakukan pengajuan pembiayaan ARRUM, kemudian dalam 
melakukan transaksi keduanya akan melakukan perjanjian yang apabila 
nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diberikan barang jaminan akan 
dieksekusi sampai permasalahan dapat diselesaikan. Berdasarkan hal ini 
Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru sudah memenuhi terkait orang yang 
bertransaksi.
116
 
2. Adanya objek transaksi atau barang jaminan Marhu>n  
Barang gadai atau marhu>n adalah barang yang dijadikan jaminan atas 
utang. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa rahn dianggap sah apabila 
barang jaminan atau marhu>n berupa barang, karena utang tidak dapat 
digadaikan, barang gadai atau marhu>n dapat dijual manakala sudah tiba 
masa pelunasan utang. 
117
Secara umum barang gadai harus memenuhi 
syarat-syarat seperti barang yang digadaikan berupa harta yang bernilai 
boleh dimanfaatkan (halal), marhu>n boleh diperjualbelikan dan nilainya 
seimbang dengan marhu>n bih, marhu>n itu sah milik ra>hin, marhu>n 
merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. 
118
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Di dalam fatwa DSN-MUI ketentuan terkait barang jaminan (marhu>n) 
yaitu objek transaksi yang barang jaminan (marhu>n) harus berupa harta 
yang berharga baik bergerak maupun tidak bergerak, yang boleh diperjual 
belikan, barang harus bisa dimanfaatkan secara Syariah, tidak berupa barang 
yang diharamkan. 
119
Barang jaminan juga merupakan musya’ (bagian dari 
kepemilikan bersama), maka musya’ yang digadaian harus sesuai dengan 
porsi kepemilikannya, barang jaminan atau marhu>n boleh diasuransikan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
120
 
Dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru terkait 
dengan barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru dalam mengajukan pembiayaan ARRUM sudah memenuhi ketentuan 
fatwa berupa barang berharga yaitu BPKB, untuk mengajukan pembiayaan 
di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru bukan hal yang mudah untuk 
disetujui karena dalam proses pengajuan pembiayaan pihak Pegadaian 
Syariah harus memenuhi persyaratan dan tidak serta merta menyetujui dan 
menandatangani surat perjanjian akan tetapi harus melewati tahap survey 
terlebih dahulu dengan melihat barang jaminan, apakah barang tersebut 
layak dijadikan jaminan, apakah barang tersebut punya nilai harga dan dapat 
dimanfaatkan dan bukan barang yang diharamkan. 
121
Barang yang dijadikan 
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jaminan di Pegadaian Syariah khususnya dalam produk pembiayaan 
ARRUM ialah dengan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. 
Pihak Pegadaian juga akan melihat jaminan BPKB tersebut apakah asli 
pemilik dari nasabah sendiri dan bukan milik orang lain atau barang curian 
serta melihat kondisi fisik dari motor atau mobil tersebut. Berdasarkan hal 
ini maka syarat yang berhubungan dengan marhu>n sudah sesuai dengan 
fatwa DSN-MUI No.92 DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai 
rahn.  
3. Sighat atau Ijab Qabul  
Menurut Moh Anwar dalam Abdul Ghofur Anshori menyatakan 
shigat/ ijab dan qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun 
lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di 
antara para pihak.
122
 Ulama Syafi‟iyah juga berpendapat bahwa syarat yang 
harus dipenuhi dalam ijab qabul harus mencantumkan syarat kontrak gadai 
atau kontrak perjanjian. 
Di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI terkait sighat itu sendiri tidak 
boleh terikat dengan syarat tertentu dengan masa yang akan datang 
misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang 
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waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai 
dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. 
123
 
Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka 
diperbolehkan. perjanjian pihak manapun. 
124
 
Di dalam perjanjian Akad pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi nasabah, karena pada isi perjanjian akad semua telah 
dicantumkan hak dan kewajiban-kewajiban seperti yang sudah dijelaskan di 
bab II, pada akad pembiayaan ARRUM.  Di Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru dalam melakukan transaksi perjanjian akad menggunakan lisan dan 
juga tertulis atau surat perjanjian kontrak. 
125
 Nasabah akan diberikan 
penjelasan terkait akad perjanjian kontrak pembiayaan dan disyaratkan 
sebelumnya bahwa nasabah sedang tidak bertranksaski dengan pihak 
manapun kemudian diberikan surat bukti rahn dan diharapkan nasabah 
mampu memahami isi perjanjian akad tersebut, setelah nasabah membaca 
isi perjanjian akad, kemudian menandatangani surat, bertujuan bahwa 
bentuk perjanjian akad pembiayaan ini telah mengikat, dan menjadi bukti 
kedua belah pihak dalam bertransaksi yang dilakukan nasabah dengan pihak 
Pegadaian Syariah serta menimbulkan kewajiban diantara keduanya. 
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Berdasarkan hal di atas maka syarat sighat di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo baru sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI .  
4. Marhūn bih (hutang) 
Marhu>n bih  adalah suatu hak yang karena barang gadaian diberikan 
sebagai jaminan kepada ra>hin, menurut ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah 
dalam Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa syarat Marhu>n bih/ utang 
yang dapat dijadikan alas gadai adalah :  
a. Marhu>n bih harus berupa hutang yang dapat dimanfaatkan 
b. Marhu>n bih tidak terikat dengan hak orang lain 
c. Marhu>n bih harus lazim pada waktu akad 
d. Marhu>n bih harus jelas dan diketahui tujuannya oleh murta>hin dan 
ra>hin. 126 
Di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai marhu>n bih atau utang 
yaitu menyangkut adanya hutang dalam bentuk uang dan/atau barang utang 
harus berifat lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali semua hutang telah 
dibayar/dilunasi. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu 
pembayaran dan apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian 
modal diperpanjang. Lembaga Keuangan Syariah boleh mengenakan 
ta’wi >dh (ganti rugi ) dalam hal ra>hin melanggar perjanjian atau terlambat 
menunaikan kewajibannya yaitu membayar angsuran perbulannya.
127
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Dalam hal ini hutang atau Marhu>n bih di Pegadaian Syariah Cabang 
Solo Baru berifat lazim yaitu nasabah mengembalikan sesuai dengan jangka 
waktu  yang telah disepakati  diawal perjanjian 12 bulan, 24 bulan, dan atau 
36 bulan. Apabila ra>hin tidak membayar angsuran perbulannya maka 
Pegadaian Syariah akan memberikan somasi atau peringatan selama 3 kali 
dan apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya maka pihak 
Pegadaian Syariah akan mengenakan biaya ta>widh atau biaya ganti rugi 
sebesar 2% dari jumlah pinjaman, biaya ta’widh sendiri ditetapkan pula 
nominalnya pada akad pembiayaan ARRUM. ta’widh dibayarkan kepada 
murtahin bersamaan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan 
ARRUM.
128
 Berdasarkan ketentuan terkait marhu>n bih di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI 
No.92/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn. 
5. Pendapatan Murtahin 
Pada dasarnya rahn adalah akad penjaminan utang ra>hin terhadap 
murtahin agar hutang tetap dalam perhatian ra>hin untuk diselesaikan pada 
waktu yang telah disepakati. Maka, murtahin tidak diperkenankan 
mengambil keuntungan dengan mengambil prosentase akan tetapi harus 
dinyatakan dalam nominal, sifatnya harus nyata jelas, pasti dari sejumlah 
hutang ra>hin akan tetapi murtahin mempunyai hak untuk menahan marhu>n 
                                                          
128
 Supriyati, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru, Wawancara Pribadi, 7 
Maret 2018, jam 10.00-11.00 WIB. 
   
sampai semua hutang ra>hin dilunasi.129 Marhu>n dan manfaatnya tetap 
menjadi pemilik ra>hin pada prinsipnya marhu>n tidak boleh dimanfaatkan 
oleh murtahin kecuali seizin ra>hin dengan tidak mengurangi nilai marhun 
dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan 
perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n pada dasarnya 
menjadi kewajiban ra>hin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban 
ra>hin.130 
Dalam fatwa DSN-MUI hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka 
pendapatan/penghasilan murtahin berasal dari bagi hasil atas usaha yang 
dilakukan nasabah. Dalam hal rahn terjadi akad sewa-menyewa (ija>rah) 
maka pendapatan murtahin berasal dari ujra>h.131 Dalam hal pembiayaan 
rahn terjadi peminjaman uang atau modal, maka pendapatan murtahin 
berasal dari mu’nah atau biaya administrasi yang besar harus ditetapkan 
pada saat akad sebagaimana ujra>h dalam akad ija>rah. 132 
Di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru mendapatkan penghasilan 
berasal dari nasabah yang menggadaikan barangnya dan setiap yang 
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melakukan transaksi gadai dan mengajukan pembiayaan akan dikenakan 
biaya-biaya seperti mu’nah/ biaya administrasi dan biaya simpanan/ujra>h. 
Untuk tarif biaya-biaya tersebut sudah dijelaskan di awal perjanjian jika 
nasabah yang melakukan pembiayaan ARRUM BPKB menjaminkan sepeda 
motor maka biaya admministrasi sebesar Rp.70.000,- dan biaya mobil 
sebesar Rp.200.000,-  kemudian akan di bayarkan diawal setelah 
mendapatkan pinjaman, kemudian jika biaya simpan/ujra>h dilihat dari 
besarnya perhitungan dari barang yang dijaminkan dan dibayar bersamaan 
saat melunasi pinjaman yaitu per 10 hari. 
133
 
6. Penyelesaikan akad Rahn 
Pelunasan marhu>n bih apabila sampai waktu yang telah ditentukan, 
ra>hin belum membayar kembali hutangnya. Selanjutnya apabila setelah 
diperintahkan murtahin, ra>hin tidak mau membayar marhu>n bih, dan tidak 
pula mau menjual marhu>n-nya maka murtahin dapat memutuskan untuk 
menjual marhu>n guna melunasi hutang-hutangnya. Kemudian hasilnya 
digunakan untuk melunasi marhu>n bih.  134 
Dalam isi fatwa DSN-MUI mengenai penyelesaian akad rahn berakhir 
apabila ra>hin sudah melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya 
dan murtahin mengembalikan marhu>n bih kepada ra>hin. Apabila terjadi 
kemacetan atau tidak melunasi hutangnya maka Murtahin wajib 
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mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
135
 Setelah dilakukan 
pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan 
kemanfaatan pihak-pihak, murtahin boleh menjual paksa barang jaminan 
(marhu>n). Meminta ra>hin agar menyerahkan marhu>n untuk melunasi 
utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya 
mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga 
penyelesaian sengketa berdasarkan Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru menggunakan prinsip kehati-
hatian dan mencegah terjadinya sengketa antara nasabah dan akan ditempuh 
dengan jalur kekeluargaan. Apabila jatuh tempo murtahin  harus 
mengingatkan ra>hin untuk segera melunasinya. Pihak Pegadaian Syariah 
selalu mengingatkan nasabah untuk pelunasan yaitu seminggu sebelum 
tanggal jatuh tempo, peringatan kepada nasabah disampaikan oleh officer 
gadai Syariah melalui telephon atau pesan singkat. Apabila ra>hin tetap tidak 
dapat melunasi utangnya, maka marhu>n dijual paksa/dieksekusi melalui 
lelang sesuai Syariah. Pada saat tiba tanggal jatuh tempo nasabah tidak 
mampu melunasi utangnya, pihak Pegadaian Syariah melakukan penjualan 
barang gadai (marhu>n). Penjualan dilakukan lima hari setelah tanggal jatuh 
tempo. Penjualan yang dilakukan di Pegadaian Syariah guna untuk melunasi 
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utang nasabah dan sisa penjualan akan dikembalikan ke nasabah, dan 
kekurangannya menjadi kewajiban ra>hin atau nasabah. Berdasarkan 
pengalaman penjualan barang gadai yang tidak tebus di Pegadaian Syariah, 
selama beroperasi kurang lebih puluhan tahun, belum pernah ada hasil 
penjualan barang gadai/ marhu>n yang tidak ditebus/ lebih kecil dari utang 
nasabah. Sehingga jika terdapat kelebihan dari penjualan barang gadai/ 
marhu>n, maka Pegadaian Syariah melimpahkan kelebihan dana tersebut 
diberikan ke nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. 
Berdasarkan analisis mengenai penyelesaian akad  rahn di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru untuk prosedur pemberian pinjaman pembiayaan 
produk ARRUM BPKB sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 
No.92/IV/2014 tentang pembiayaan rahn.136 Walaupun di dalam fatwa 
sendiri tidak menyebutkan syarat-syarat seperti yang diminta Pegadaian 
Syariah, akan tetapi persyaratan itu guna untuk data di Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru. Selain itu, syarat yang di ajukan oleh Pegadaian Syariah 
Cabang Solo Baru tidak memberatkan nasabah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN  
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan  di atas , maka penulis dapat  menarik kesimpulan yaitu : 
1. Pelaksanaan akad Rahn di Pegadaian Syariah adalah dengan 
menggunakan 2 akad yaitu akad rahn dan ija>rah. Akad rahn digunakan 
Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah 
berdasarkan kesepakatan, adapun akad ijara>h yaitu akad pemindahan 
hak guna ata barang dan atau melalui upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru dalam mendapatkan upah/ ujrah dalam 
pembiayaan ARRUM yaitu dari nasabah yang diberikan kepada 
Pegadaian yang telah merawat dan menyimpan barang milik nasabah. 
2. Pelaksanaan pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Solo 
Baru telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum fatwa DSN-
MUI No.92/IV/2014 tentang pembiayaan disertai rahn, baik yang 
menyangkut para pihak, objek perjanjian, maupun ijab dan qabul dan 
dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip 
Syariah.Pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan ARRUM 
dengan akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 92/IV/2014 tentang 
pembiayaan diserta Rahn :  
a. Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan 
dengan sederhana, mudah, akad secara tertulis, pembiayaan 
dengan jaminan BPKB, tidak dipungut biaya, melainkan 
keuntungan yang diperoleh dari biaya simpananan pinjaman atau 
ija>rah, dan perjanjian yang telah disepakati dan ditentukan kedua 
belah pihak, tidak mengandung maysi>r, gharar, riba. 
b. Pelaksanaan akad rahn dalam produk ARRUM BPKB Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru menimbulkan hak dan kewajiban antara 
pihak yang telah diatur di dalam akad. 
c. Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru menganalisis pembiayaan 
dengan secara objektif dan menggunakan aspek: karakter/caracter,  
kondisi/condition, kemampuan/capacity dan kepercayaan. 
B. SARAN  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penulis sampaikan : 
a. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru hendaknya lebih 
meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan pembiayaan 
ARRUM. 
b. Pihak Pegadaian Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah 
pembiayaan ARRUM dan dalam rangka peningkatan Usaha Mikro 
Kecil, maka pihak Pegadaian Syariah perlu mensosialisasikan 
profuk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. 
Khususnya pada produk pembiayaan ARRUM. 
c. Bagi pihak nasabah atau masyarakat sebaiknya memilih kantor 
Pegadaian Syariah sebagai tujuan untuk pengajuan pembiayaan 
karena prosesnya yang mudah cepat dan aman serta sesuai dengan 
syarait Islam. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
Daftar Pertanyaan Wawancara Wawancara dengan Bapak Agus, nasabah 
pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Tanggal 12 April 
2018 
1. Untuk apakah pembiayaan ARRUM BPKB  yang bapak ajukan? Untuk 
modal usaha konsumtif atau produktif?  
Jawaban: untuk tambahan modal usaha dagang mie ayam  
2. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak pinjam?  
Jawaban: Rp. 8.000.000 
3. BPKB apa yang bapak jaminkan untu usaha dagang mie ayam? 
Jawaban : BPKB motor mbak. 
4. Alasan apa yang membuat bapak mengajukan pembiayaan ARRUM 
BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru? 
Jawaban: karena ada teman yang bekerja di Pegadaian Syariah terus 
dikasih saran kalau butuh modal buat usaha dengan menjaminkan BPKB 
bisa. 
5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru?  
Jawaban: nasabah datang dengan membawa fotocopy ktp dan jaminan 
BPKB motor atau mobil, setelah itu ditawari mau mengambil jangka 
waktu pinjaman berapa bulan dan diberi informasi tentang keuntungannya.  
6. Apakah persyaratan yang diberikan Pegadaian Syariah memberatkan 
bapak dalam mengajukan pembiayaan? 
Jawaban : tidak mbak karena semua juga kaya gitu persyaratannya di bank 
juga sama . 
7. Apakah bapak keberatan dengan besarnya angsuran tiap bulannya dan 
tambahan biaya- biaya yang dikenakan dalam pembiayaan ARRUM 
BPKB? 
Jawaban : tidak mbak saya rasa itu normal-normal saja . 
 
Daftar Pertanyaan Wawancara Wawancara dengan Bapak Yasin, nasabah 
pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Tanggal 9 April 
2018 
1. Untuk apakah pembiayaan ARRUM BPKB  yang bapak ajukan? Untuk 
modal usaha konsumtif atau produktif?  
Jawaban: usaha produktif karena saya punya usaha pembuatan tahu   
2. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak pinjam?  
Jawaban: Rp. 80.000.000 
3. BPKB apa yang bapak jaminkan untu usaha pembuatan tahu? 
Jawaban : BPKB mobil mbak. 
4. Alasan apa yang membuat bapak mengajukan pembiayaan ARRUM 
BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru? 
Jawaban: karena tempatnya dekat dengan rumah saya  
5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian 
Syariah Cabang Solo Baru?  
Jawaban: membawa syarat-syarat seperti fotokopy dokumen-dokumen, 
jaminan BPKB mobil. 
6. Apakah persyaratan yang diberikan Pegadaian Syariah memberatkan 
bapak dalam mengajukan pembiayaan? 
Jawaban : saya tidak keberatan  
7. Apakah bapak keberatan dengan besarnya angsuran tiap bulannya dan 
tambahan biaya- biaya yang dikenakan dalam pembiayaan ARRUM 
BPKB? 
Jawaban : tidak mbak 
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